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ABSTRAK 

Yuda Wahyu Ramadani (2015) : Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Kabupaten Sijunjung 

Tahun 2015-2018 

 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan : 1) Angka partisipasi sekolah (APS), 2) 

angka partisipasi kasar (APK), 3) angka partisipasi murni (APM) dan 4) Keterkaitan jumlah 
prasarana pendidikan dengan angka partisipasi sekolah (APS, APK, APM) setiap kecamatan di 

Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018. 

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder (ADS). 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang ini diperoleh dari (BPS) dan 

(Kemendikbud) Kabupaten Sijunjung. 

Hasil penelitian ini adalah : 1) Rata-rata APS SD 99,13%, APS SLTP 90,53% dan APS 

SLTA 70,77% setiap Kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018. 2) Rata-rata APK SD 

107,79%, APK SLTP 82,32% dan APK SLTA 73,52%  setiap Kecamatan di Kabupaten Sijunjung 

tahun 2015-2018. 3) Rata-rata APM SD 96,46%, APM SLTP 79,11% dan AMP SLTA 55,87% 

setiap Kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018. 4) Keterkaitan jumlah prasarana 

pendidikan dengan angka partisipasi sekolah (APS, APK, APM) setiap kecamatan di Kabupaten 

Sijunjung tahun 2015-2018 yaitu semakin banyak jumlah prasarana pendidikan atau jumlah 
sekolah maka cendrung APS, APK, APM juga akan semakin tinggi dan sebaliknya semakin 

sedikit jumlah sekolah maka APS, APK, APM cendrung semakin rendah dan jumlah prasarana 

pendidikan berkurang semakin tinggi tingkat jenjang pendidikan dan APS, APK, APM juga akan 

berkurang semakin tinggi tingkat jenjang. 

 
Kata kunci : Angka partisipasi sekolah (APS, APK, APM),  Prasarana Pendidikan. 
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BAB I 

PENDAHULAUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan pembangunan untuk suatu wilayah yang ada di Indonesia 

akan sangat ditentukan oleh sumber daya manusianya (SDM) yang berkualitas. 

Dimana untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut salah satunya melalui jalur 

pendidikan. Oleh sebab itu, peningkatan mutu pendidikan harus terus di 

upayakan dengan memberikan kesempatan untuk semua penduduk agar dapat 

mengenyam pendidikan. Pendidikan merupakan unsur yang sangat penting 

untuk pembangunan manusia karena dalam meningkatkan tenaga kerja yang 

berkualitas sebagai penggerak utama ekonomi suatu negara dapat di peroleh 

dengan cara menempuh jalur pendidikan.  

Menurut Purwadi dan Siswantari, (2002). Pemerataan memperoleh 

kesempatan pendidikan yaitu pemberian kesempatan kepada setiap orang untuk 

memperoleh pendidikan. Persamaan kesempatan untuk memperoleh 

pendidikan harus bersifat keadilan. Tinjauan keadilan tanpa membandingkan 

jenis kelamin, lokasi geografis, dan antara penduduk kaya dan miskin. Yang 

menjadi masalah utama masyarakat Indonesia tidak melanjutkan sekolah 

kejenjang yang lebih tinggi terutama dari SLTP ke jenjang SLTA khususnya 

usia 16-18 tahun karena kondisi ekonomi (Amaliah, 2015).   

Pendidikan dasar di Indonesia di tuangkan dalam pembangunan jangka 

menengah (RPJM) 2010-2014, dimana dalam RPJM tersebut salah satu cara 

uutuk pembanguan manusia Indonesia adalah dengan tercapainya pendidikan 
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dasar bagi seluruh rakyat Indonesia dan turunnya angka kesenjangan 

pendidikan antar wilayah. Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional menjamin hak atas pendidikan dasar pada setiap warga 

negara Indonesian dan pemerintah wajib membiayainya dengan memprioritas 

anggaran 20% untuk pendidikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara 

(APBN) dan angaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).  

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia distribusi pendidikan 

lebih memberikan perhatian pada indikator kuantitatif untuk melihat tingkat 

pemerataan pendidikan. Indikator yang sering dipakai untuk melihat 

pemerataan pendidikan adalah angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi 

sekolah yaitu perbandingan jumlah murid dan jumlah penduduk usia belajar. 

Dalam buku penyusunan indikator sosial  untuk menghitung angka partisipasi 

sekolah ada 3 indikator yaitu angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi 

kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) (BPS, 1994). APS adalah 

perbandingan jumlah anak usia tertentu yang sedang sekolah (tanpa 

mempedulikan jenjang pendidikan) yang di tempuh. APK adalah perbandingan 

jumlah siswa (tanpa mempedulikan umur) dengan penduduk usia sekolah 

tertentu dan AMP adalah perbandingan antar jumlah siswa kelompok umur 

yang relevan dengan jumlah penduduk sekolah jenjang tertentu. 

Di Indonesia pada data badan pusat statistik (BPS) pada tahun 2016 

secara rata-rata lama sekolah umur 15 tahun ke atas di Indonesia baru 

mencapai 7,95 tahun  atau rata-rata pendidikan penduduk Indonesia baru 

mencapai atau hampir menamatkan pendidikan hingga kelas VIII (SLTP kelas 
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II) yang berarti masih ada kurang selisih 1 tahun dari target pendidikan dasar 9 

tahun. Kalau dilihat dari angka pertisipasi (APS)  Indonesia pada tahun 2016 

pencapaian di jenjang SD mencapai 99,09%, SLTP mencapai 94,88% dan 

SLTA 70,83%. Sedangkan kalau di lihat dari pencapaian angka partisipasi 

kasar (APK) Indonesia pada tahun 2016 pencapaian di jenjang SD mencapai 

106,44%, SLTP mencapai 101,05% dan SLTA 81,95%. Dan untuk angka 

partisipasi Murni (APM) Indonesia pada tahun 2016  pencapaian di jenjang SD 

mencapai 93,73%, SLTP mencapai 76,29% dan SLTA 61,20%. Untuk angka 

putus sekolah di Indonesia pada tahun 2016 masih tinggi, menurut UNICEF  

sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan 

yaitu sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD), 1,9 juta anak usia 

sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Sedangkan untuk tingkat anak usia 

sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) pada tahun 2016 menurut Susenas angka 

putus sekolah SLTA di Indonesia sebanyak 4,6 juta anak. 

Sasaran untuk dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah terutama 

untuk masyarakat ekonomi lemah dapat didukung dengan pembangunan dan 

peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Wujud pemerintah dalam hal ini 

yakni dengan merencanakan berdirinya sekolah-sekolah baru sebagaimana 

tujuan pemerataan pendidikan dengan penyediaan bangunan  sekolah untuk 

dapat meningkatkan pemerataan pendidikan. Neilson and Zimmerman, (2014) 

mengemukakan bahwa pembangunan sekolah di daerah yang tergolong miskin 

dapat memicu meningkatnya angka pendaftaran siswa. Sehingga dengan upaya 
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penyediaan akses sekolah terdekat dapat memicu partisipasi penduduk untuk 

mengikuti pendidikan.  

Di Provinsi Sumatera Barat kesempatan memperoleh pendidikan masih 

belum merata terutama pada jenjang pendidikan menengah (SLTP dan SLTA), 

dengan kata lain masih banyak penduduk di Sumatera Barat yang belum 

mengenyam pendidikan khususnya pada pendidikan formal. Persoalan yang 

mendasar karena tidak adanya biaya melanjutkan pendidikan kejenjang yang 

lebih tinggi, kurangnya pelayanan dan fasilitas pendidikan yang masih kurang 

memadai, persoalan lain karena pengelolaan anggaran pendidikan yang belum 

sepenuhnya mendukung pelaksanaan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat. 

Dari hasil survai sosial ekonomi (Susenas) badan pusat statistik (BPS) 

pada tahun 2016 secara umum pencapaian angka partisipasi sekolah (APS) di 

Provinsi Sumatera Barat usia sekolah dasar (SD) mencapai 92,17%, sekolah 

lanjutan tingkat pertama (SLTP) mencapai 74,96% dan sekolah lanjutan tingkat 

atas (SLTA) mencapai 66,89%. Untuk angka partisipasi kasar (APK) jenjang 

pendidikan sekolah dasar (SD) mencapai 108,42%, sekolah lanjutan tingkat 

pertama (SLTP)mencapai 104,08% dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) 

mencapai 90,07%. Dan untuk angka partisipasi murni (APM) jenjang 

pendidikan sekolah dasar (SD) mencapai 94,84%, sekolah lanjutan tingkat 

pertama (SLTP) mencapai 78,49% dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) 

mencapai 69,04%. Di Provinsi Sumatera Barat untuk angka partisipasi sekolah 

(SLTP dan SLTA) pada daerah kota lebih tinggi dari daerah kabupaten. Untuk 
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itu dalam rangka meningkatkan APS nasional daerah kabupaten perlu 

mendapat perhatian lebih baik. 

Kabupaten Sijunjung adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera 

Barat, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten ini adalah Muaro Sijunjung. Sebelum 

tahun 2004, Kabupaten Sijunjung merupakan Kabupaten terluas ketiga di 

Sumatera Barat dengan nama Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Namun sejak 

dimekarkan (yang menghasilkan Kabupaten Dharmasraya), Kabupaten ini 

menjadi Kabupaten tersempit kelima di Sumatera Barat. Saat ini, Kabupaten 

Sijunjung memiliki luas 3.130,80 km² yang terdiri dari 8 kecamatan dengan 

jumlah penduduk lebih dari 202.000 jiwa. Daftar nama Kecamatan Kabupaten 

Sijunjung Sumatera Barat : Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Kamang Baru, 

Kecamatan Koto VII / Tujuh, Kecamatan Kupitan, Kecamatan Lubuk Tarok, 

Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Sumpur Kudus dan Kecamatan Tanjung 

Gadang. 

 Angka partisipasi sekolah (APS) Kabupaten Sijunjung tahun 2013 pada 

jenjang pendidikan SD 96,92%, SLTP 86,20%, dan SLTA 68,53%. Angka 

partisipasi kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD 124,49%, SLTP 95,8%, 

dan SLTA 77,86%. Angka partisipasi murni (APM) pada jenjang pendidikan 

SD 93,5%, SLTP 67,87%, dan SLTA 56,83%. Tahun 2014 Angka partisipasi 

sekolah (APS) Kabupaten Sijunjung pada jenjang pendidikan SD 96,29%, 

SLTP 88,74%, dan SLTA 76,31%. Angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang 

pendidikan SD 117,13%, SLTP 103,08%, dan SLTA 73,59%. Angka 

partisipasi murni (APM) pada jenjang pendidikan SD 93,34%, SLTP 80,56%, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Muaro,_Sijunjung,_Sijunjung
https://id.wikipedia.org/wiki/2004
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Dharmasraya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
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dan SLTA 61,22%. Tahun 2015 Angka partisipasi sekolah (APS) Kabupaten 

Sijunjung pada jenjang pendidikan SD 99,62%, SLTP 96,48%, dan SLTA 

65,64%. Angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD 112,09%, 

SLTP 105,08%, dan SLTA 76%. Angka partisipasi murni (APM) pada jenjang 

pendidikan SD 94,13%, SLTP 80,77 %, dan SLTA 58,96%. Tahun 2016 

Angka partisipasi sekolah (APS) Kabupaten Sijunjung pada jenjang pendidikan 

SD 99,05%, SLTP 89,43%, dan SLTA 72,16%. Angka partisipasi kasar (APK) 

pada jenjang pendidikan SD 105,84 %, SLTP 107,23%, dan SLTA 80,49%. 

Angka partisipasi murni (APM) pada jenjang pendidikan SD 93,44%, SLTP 

82,15%, dan SLTA 64,62%. Tahun 2017 Angka partisipasi sekolah (APS) 

Kabupaten Sijunjung pada jenjang pendidikan SD 99,65%, SLTP 90,04%, dan 

SLTA 75,37%. Angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD 

104,68%, SLTP 108,52%, dan SLTA 88,92%. Angka partisipasi murni (APM) 

pada jenjang pendidikan SD 91,56%, SLTP 83,13%, dan SLTA 71,01% (BPS 

Sijunjung 2017). 

Dari data di atas pada angka partisipasi sekolah (APS) dapat terlihat 

fenomena dimana setiap jenjang pendidikan mengalami penurunan yang 

signifikan. Dimana hampir 50% penduduk Kabupaten Sijunjung yang tidak 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (SLTA). Berdasarkan 

uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

”Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-

2018”. 



7 
 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi 

masalahnya adalah sebagai berikut:  

1. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sijunjung baru mencapai 7,4 tahun. 

2. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah di Kabupaten Sijunjung 

3. Masih tingginya angka putus sekolah  

4. Tidak meratanya pendidikan antar wilayah  

5. Tidak adanya biaya melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. 

6. Pelayanan dan fasilitas pendidikan yang masih kurang memadai 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini akan fokus 

pada masalah angka partisipasi sekolah setiap kecamatan di Kabupaten 

Sijunjung pada tahun 2015-2018. Pemilihan Kabupaten Sijunjung ini dilakukan 

karena peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana angka partisipasi sekolah 

setiap kecamatan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2015-2018.  

D. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil 

adalah: 

1.  Sejauh mana angka partisipasi sekolah (APS) setiap Kecamatan di 

Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018? 

2. Sejauh mana angka partisipasi kasar (APK) setiap Kecamatan di Kabupaten 

Sijunjung tahun 2015-2018? 
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3. Sejauh mana angka partisipasi murni (APM) setiap Kecamatan di Kabupaten 

Sijunjung tahun 2015-2018? 

4.  Sejauh mana keterkaitan jumlah prasarana pendidikan dengan angka 

partisipasi sekolah (APS, APK, APM) setiap Kecamatan di Kabupaten 

Sijunjung tahun 2015-2018? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan  

dari penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui sejauh mana angka partisipasi sekolah (APS) setiap 

Kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018. 

2.  Untuk mengetahui sejauh mana angka partisipasi kasar (APK) setiap 

Kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018. 

3.  Untuk mengetahui sejauh mana angka partisipasi murni (APM) setiap 

Kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018. 

4.  Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan jumlah prasarana pendidikan 

dengan angka partisipasi sekolah (APS, APK, APM) setiap Kecamatan di 

Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2018. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai sumber ilmiah bagi pembaca dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat menambah dan melengkapi pemahaman studi tentang 

kajian angka partisipasi sekolah (APS) setiap kecamatan di Kabupaten 

Sijunjung tahun 2015-2018. 
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2. Manfaat Praktis 

Menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman peneliti 

tentang angka partisipasi sekolah (APS) setiap Kecamatan di Kabupaten 

Sijunjung tahun 2015-2018. 

3. Manfaat Akademis 

Sebagai salah satu syarat untuk untuk menyelesaikan studi strata S1 

pada jurusan Geografi FIS UNP. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Penduduk 

Penduduk adalah seseorang atau sekelompok orang yang tinggal di 

wilayah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah 

tersebut dengan kata lain resmi tinggal di wilayah tersebut dengan adanya 

bukti kewarganegaraan. 

Menurut BPS, (2014) Penduduk merupakan semua orang yang 

berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau 

lebih dan mereka berdomisili kurangi 6 bulan dengan tujuan menetap 

sedangkan menurut UUD 1945 penduduk merupakan sekelompok orang 

atau warga negara yang bertempat tinggal di wilayah tertentu yang 

wilayahnya tersebut dijadikan domisili atau wilayah sementara dan dapat 

tinggal secara menetap dan permanen. 

Untuk meningkatkan kualitas penduduk atau sumber daya manusia 

dapat dilakukan melalui jalur pendidikan. Bukan hanya pendidikan dalam 

arti sempit sekolah, tetapi dalam arti luas mencakup pendidikan dalam 

keluarga, lingkungan dan masyarakat. Pendidikan pada dasarnya merupakan 

proses pembudayaan sikap prilaku yang berlangsung sejak dini melalui 

pendidikan sebagai proses tumbuh kembangnya budaya dan nilai-nilai dasar 

yang harus dimiliki oleh setiap manusia dan penguasaan teknologi, 

kemampuan berkomunukasi dan mandiri (Subri, 2003). 
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2. Pendidikan 

Menurut Muhibbin Syah, (2010) Pendidikan berasal darai kata 

“didik”, lalu kata ini mendapat awal  “me” sehingga menjadi “mendidik” 

artinya, memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi 

latihan diperlukan adanya ajaran, tuntutan, dan pimpinan mengenai akhlak 

dan kecerdasan pikiran. Menurut pendidikan adalah proses pengebahan 

sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia malalui cara pengajaran dan pelatihan. Pendidikan 

memiliki peranan yang sangat besar  bagi pembangunan suatu negara sesuai 

dengan UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan pendidikan sebagai penyiapan 

warga negara yang baik, yakni warga negara yang tahu akan hak dan 

kewajibannya (tim redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008).  

Pendidikan menurut UU RI No.20 tahun 2003 bab 1 ayat 1 tentang 

sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran  agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, akhlah mulia, 

kecerdasan serta keterampilan dirinya yang berguna bagi masyarakat, 

bangsa dan negara. Sehingga pendidikan dapat menjadi dasar untuk 

pengembangan sumber daya manusia yang unggul sehingga dapat 

berkontribusi terhadap pembangunan nasional/negara. Pendidikan adalah 

proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui usaha pengajaran, pelatihan, 
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proses, cara, dan perbuatan mendidik (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional, 2002). 

Menurut Sedarmayanti, (2002) menjelaskan melalui pendidikan, 

seseorang dipersiapkan untuk memiliki bekal agar siap tau, mengenal dan 

mengembangkan metode berfikir secara sistematik agar dapat memecahkan 

masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan dikemudian hari. Pendidikan 

merupakan modal dasar bagi suatu pembangunan manusia. PBB 

mengungkapkan dalam pencapaian pembanguna milenial ada 8 tujuan yang 

harus tercapai dan pada butir 2 yaitu mencapai pendidikan yang universal 

(UN, 2011). Indeks pendidikan menjadi menjadi salah satu indeks dalam 

pembangunan manusia (IPM). Untuk meningkatkan IPM suatu negara atau 

wilayah maka harus meningakatkan indikator  indeks kesehatan dan indeks 

pendidikan.  

Dalam UU NO 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional dalam 

delle, (1969) pendidikan merupakan  usaha sadar  untuk mengembangkan 

potensi anak melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan baik di 

sekolah maupun di luar sekolah. Menurut UNESCO ada 3 aspek  atau 

indikator dalam pendidikan yaitu indikator akses dan pemerataan 

pendidikan, indikator mutu dan relevansi pendidikan, indikator manajemen 

pendidikan. Indikator akses dan pemerataan pendidikan digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar cakupan pelayan pendidikan yang telah ada di 

tingkat provinsi/kabupaten/kota sekaligus untuk mengetahui seberapa 

banyak anak yang belum terlayani atau mengenyam pendidikan setiap 
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kelompok usia sekolah dan jenjang pendidikan. Jenis pendidikan  menurut 

UU NO 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 15 yaitu 

mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, 

keagaman dan khusus. Sedangkan untuk jenjang pendidikan UU NO 20 

Tahun 2003 pasal 14 terdiri atas : Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah 

Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Atau Madrasah 

Tsanawiyah (MtsN), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah 

(MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan 

(MAK) dan Perguruan Tinggi. 

Menurut Barnawi. Dkk, (2012), Dalam meningkatkan kualitas dan 

mutu pendidikan maka perlunya fasilitas prasarana pendidikan. Prasarana 

pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya 

proses pendidikan seperti halaman, jalan dan bangunan sekolah. Prasarana 

pendidikan adalah semua perangkat yang secara tidak langsung menunjang 

pelaksanaan proses di sekolah, prasaran pendidikan utama untuk dapat 

menjalankan proses menemukan adanya pengaruh pembangunan sekolah 

terhadap angka partisipasi sekolah yang ditunjukkan dengan meningkatnya 

jumlah pendaftaran atau partisipasi siswa sejak pasca kostruksi. Ada 

beberapa faktor permintaan yang mempengaruhi dan menentukan tingginya 

tingkat angka partisipasi sekolah salah satunya yang mempengaruhi faktor 

permintaan angka partisipasi sekolah adalah jumlah sekolah (Dreher, 2006). 
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3. Partisipasi  

Konsep partisipasi memiliki banyak makna. Beberapa defenisi di 

sajikan mulai dari penekanan pada rakyat yang memiliki peran untuk 

mengambil suatu keputusan atau yang memiliki kendali dalam 

mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. 

Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Paul dalam JimIfe (2008). 

Berbagai arti partisipasi tang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat 

dan membuat keputusan secara politis (JimIfe, 2008).  

 Partisipasi masyarakat (social participation) adalah suatu bentuk 

interaksi sosial dalam berbagai kegiatan. Definisi partisipasi masyarakat 

yang sudah diterima oleh PBB, sebagaimana dikutip dari Sugandhi (2009) 

adalah: The creation of opportunities to enable all members of community 

and the larger society to actively contribute to and influence the 

development process and to share equitably in the fruits of development. 

Berkaitan dengan sifat-sifat partisipasi masyarakat, beberapa pakar 

menyebutkan ada partisipasi otonom yang dilakukan atas kesadaran ataukah 

partisipasi yang dimobilisasi (mobilized participation). Adanya pembedaan 

dua sifat tersebut bertumpu pada kerelaan atau keterpaksaan. Meskipun 

demikian, kedua sifat partisipasi masyarakat tersebut memiliki konsekuensi 

yang tidak berbeda, yaitu mempengaruhi proses penyelenggaraan dan proses 

pengambilan kebijakan dalam pemerintahan (Saifudin, 2009).  

Dalam konteks mendorong keterlibatan masyarakat dalam sebuah 

kegiatan kondisi-kondisi yang mendorong partisipasi, yaitu sebagai berikut: 
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partisipasi masyarakat akan muncul ketika dirasa suatu aktivitas tersebut 

penting; adanya anggapan bahwa aksi partisipasi mereka akan membuat 

perubahan; berbagai bentuk partisipasi, apapun tingkatan dan jenisnya, 

harus diakui dan dihargai; orang harus bisa berpartisipasi dan didukung 

dalam partisipasinya; dan struktur dan proses partisipasi tidak boleh 

mengucilkan sehingga masyarakat itu sendiri yang harus mengontrol 

struktur dan proses tersebut (JimIfe, 2008). 

Dengan demikian, proses partisipasi masyarakat akan lebih 

bermakna dan berkualitas ketika masyarakat memiliki kapasitas yang cukup 

untuk turut serta dalam proses advokasi kebijakan publik. Memahami angka 

partisipasi dalam pendidikan tentu sangat penting bagi semua pihak sebab 

dengan mengetahui angka partisipasi maka akan mengetahui sejauh mana 

upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan telah dicapai. Dengan 

angka partisipasi, dapat diketahui pada karakter atau variable apa saja, 

ketidakmerataan atau kesenjangan dalam memperoleh akses pendidikan itu 

terjadi. Terlebih lagi pemerintah menerapkan kebijakan anggaran 

pendidikan 20% (APBN dan APBD). Dengan mengetahui partisipasi 

pendidikan akan mengetahui apakah anggaran pendidikan yang semakin 

besar berkorelasi positif terhadap pemerataan dan perluasan akses 

pendidikan pada berbagai jenjang. 
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4. Partisipasi Pendidikan 

Masalah partisipasi pendidikan berkenaan dengan rasio atau 

perbandingan antara masukan pendidikan atau jumlah penduduk yang 

tertampung dalam satuan-satuan pendidikan, baik di sekolah maupun di luar 

sekolah, dengan jumlah penduduk yang secara potensial sudah siap 

memasuki satuan-satuan pendidikan. Semakin besar kesenjangan antara 

jumlah penduduk yang menjadi peserta didik dengan jumlah penduduk yang 

seharusnya memperoleh pendidikan, semakin besar pula masalah partisipasi 

pendidikan. 

a. Angka partisipasi sekolah (APS) 

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap 

penduduk usia sekolah dan menjadi indikator untuk mengetahui 

kamajuan pendidikan di suatu daerah (Dewi dkk, 2015). Angka 

partisipasi sekolah berguna untuk mengetahui usia sekolah yang sudah 

dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk 

yang masih sekolah pada umur tertentu.  

APS digunakan untuk mengetahui cakupan  pelayanan untuk 

setiap kelompok usia sekolah dan menggambarkan jumlah anak usia 

tertentu yang sedang sekolah tanpa membedakan jenjang pendidikan 

yang di tempuh. Adapun rumus  untuk menghitung APS adalah sebagai 

berikut : 

APS 7-12   =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 7−12 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 
𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎7−12 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
𝑥100 ..............(1) 
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APS 13-15 =

 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 13−15 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 
𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 13−15 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
𝑥100 

APS16-18 =

 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 16−18 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 16−18 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
𝑥100 

Keterangan : 

SD     : kelompok usia 7-12 tahun 

SLTP : kelompok usia 13-15 tahun 

SLTA : kelompok usia 16-18 tahun 

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) 

Menurut BPS, (1994) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah 

proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap 

penduduk pada kelompok usia tertentu yang digunakan untuk tujuan 

menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu 

tingkat pendidikan. Hal ini berarti APK yang tinggi menunjukkan 

tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan 

usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau 

lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah 

belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.  

APK adalah persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan 

tertentu di bandingkan dengan penduduk kelompok usia sekolah. APK 

dapat dihitung dengan rumus :  

APK SD     =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝑆𝐷

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 7−12 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
𝑥100 .............(2) 

APK SLTP =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝑆𝐿𝑇𝑃

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 13−15 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
𝑥100 
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APK SLTA =
  𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝑆𝐿𝑇𝐴

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 16−18𝑡 𝑎ℎ𝑢𝑛
𝑥100 

Keterangan : 

SD     : kelompok usia 7-12 tahun 

SLTP : kelompok usia 13-15 tahun 

SLTA : kelompok usia 16-18 tahun 

c. Angka Partisipasi Murni (APM) 

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang lebih 

baik dibanding dengan indikator APK, sebab APK biasanya digunakan 

ketika APM-nya masih jauh dari 100 persen. APK dapat mencapai lebih 

dari 100 persen, sedangkan APM semestinya maksimal 100 persen. APM 

dapat menjadi lebih dari 100 persen kalau banyak siswa luar daerah 

masuk ke suatu daerah untuk bersekolah. Hal ini sering terjadi di kota-

kota besar di mana siswa dari pinggiran kota atau perkotaan bersekolah 

ke kota karena fasilitas yang lebih memadai.  

Menurut BPS, (1994) APM adalah proporsi penduduk pada 

kelompok umur yang sesuai atau tepat waktu sesuai jenjang pendidikan 

tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur 

tertentu. Untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap 

penduduk usia sekolah. Jadi APM menunjukkan seberapa banyak 

penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas 

pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti 

seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Dalam 

keputusan Kemendiknas no : 129a/U/2004 standar pelayanan minimal 
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masing-masing usia sekolah setiap jenjang pendidikan yaitu: SD 95%, 

SLTP 90%, SLTA 60% (Kemendiknas, 2004) 

Angka partisipasi murni (APM) adalah adalah persentase jumlah 

siswa pada jenjang pendidikan pendidikan tertentu dengan penduduk 

kelompok usia sekolah. APM dapat di hitung menggunakan rumus : 

APM SD =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 7−12 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝑆𝐷

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 7−12 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
𝑥100 ...(3) 

APM SLTP =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 13−15 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝑆𝐿𝑇𝑃

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 13−15 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
𝑥100 

APM SLTA =
  𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 16−18 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝑆𝐿𝑇𝐴

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 16−18 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
𝑥100 

Keterangan : 

SD     : kelompok usia 7-12 tahun 

SLTP : kelompok usia 13-15 tahun 

SLTA : kelompok usia 16-18 tahun 

Kriteria APM yaitu makin tinggi APM berarti makin banyak anak 

usia sekolah yang bersekolah tepat waktu sesuai usia sekolah dan jenjang 

pendidikan di suatu daerah. 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Kajian penelitian yang relevan merupakan uraian tentang pendapat atau 

hasil penelitian yang terdahulu akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan 

dikemukakan dan hasil penelitian yang rasanya relevan dengan penelitin 

penulis antara lain : 

 

 



20 
 

 
 

Tabel 1. Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti 

No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

Penelitian Dengan 

Penulis 

1 

 

Desi 

Yulia,  

(2016) 

Struktur penduduk 

Kabupaten Pasaman 

(analisis data sensus 

penduduk Tahun 2000 

dan 2010). 

1. Struktur penduduk menurut umur di 

Kabupaten Pasaman tahun 2000 dan 

2010 mengelompok pada usia 

produktif. Berdasarkan umur median, 

tergolong intermediet dan belum 

berada pada bonus demografi. 

2. Struktur penduduk menurut jenis 

kelamin antara tahun 2000 dan 2010, 

yaitu penduduk terbanyak pada 
penduduk perempuan dengan sex rasio 

rata-rata 98,3 

3. Sruktur penduduk menurut tingkat 

pendidikan tahun 2000 dan 2010 

secara keseluruhan nilai APK untuk 

tiap-tiap jenjang pendidikan 

mengalami penurunan artinya makin 

tinggi umur angka partisipasi sekolah 

makin kecil, hal ini mengindikasaikan 

bahwa masih banyak penduduk yang 

tidak dapat melanjutkan kejenjang 
pendidikan yang lebih tnggi 

4. Laju pertumbuhan penduduk 

kabupaten Pasaman untuk periode 

tahun 2000 dan 2010 adalah sebesae-

6,9% tergolong rendah hal ini 

diperkirakan karena terjadinya migrasi 

akibat pemekaran wilayah. 

Perbedaan semua 

penelitian dengan 

penelitian yang akan 

dilakukan oleh 

peneliti yaitu 

penelitian ini fokus 

menganalisis angka 

partisipasi sekolah 

(APS, APK, APM) 
dan melihat 

keterkaitan angka 

partisipasi sekolah  

(APS, APK, APM) 

dengan jumlah 

prasaranan 

pendidikan setiap 

kecamatan di 

Kabupaten Sijunjung 

tahun 2015-2018. 

 
 

2 Didi 

Prayitno,  

(2008)  

 

Analisis Rendahnya 

Partisipasi Masyarakat 

pada Implementasi 

Program Wajib Belajar 

Sembilan Tahun (studi 

kasus di distrik 
Semangga Kabupaten 

Merauke). 

1. Partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan program wajib belajar 9 

tahun masih rendah.  

2. Pandangan orang tua tentang nilai anak 

dalam program wajib belajar 9 tahun 

masih Sangat rendah.  
3. Persepsi orang tua tentang pendidikan 

dalam program wajib belajar 9 tahun 

masih Sangat rendah.  

4. Kondisi sosial ekonomi masyarakat 

masih sangat rendah  

3  Dwi 

Jatmiko 

(2012)  

 

 

Pengaruh Kondisi 

Sosial Ekonomi 

Terhadap Tingkat 

Pendidikan Anak pada 

Keluarga Buruh Batik, 

Petani, dan Nelayan di 

Kecamatan Wiradesa 
Kabupaten Pekalongan 

buruh batik, petani, dan 

nelayan terhadap 

tingkat pendidikan 

anak.  

1. Kondisi sosial ekonomi sedang : 

 Petani: 55,00 %, Buruh batik : 46,67 

%, Nelayan : 48,57 %  

2. Tingkat pendidikan rendah : 

 Petani : 60,00%, Buruh batik : 

46,67%, Nelayan : 54,00%  

3. Terdapat pengaruh yang signifikan : 
Petani : 93,7%, Buruh batik : 62,8% , 

Nelayan : 55,5%  
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Dari semua hasil penelitian di atas penulis rasa relevan dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan karena dari semua kajian penelitian di 

atas mengkaji mengenai angka partisipasi sekolah. Penelitian yang akan di 

lakukan oleh peneliti yaitu tentang angka partisipasi sekolah di Kabupaten 

Sijunjung tahun 2015-2018. 

C. Kerangka Konseptual 

Masalah penduduk di indonesia yang paling mendasar adalah 

rendahnya kualitas sumber daya manusianya, tidak meratanya distribusi 

penduduk antar wilayah dan rendahnya tingkat pendidikan, tingkat angka 

pertisipasi sekolah di Indonesia yang tidak merata setiap wilayah. Masih 

rendahnya angka partisipasi sekolah dalam berbagai jenjang pendidikan. 

Dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan maka perlunya fasilitas 

prasarana pendidikan seperti halaman, jalan dan bangunan sekolah.  

Jenjang pendidikan yang ada di Indonesia terdiri atas: Sekolah Dasar 

(SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Atau 

Madrasah Tsanawiyah (MtsN), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah 

Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan 

(MAK) dan Perguruan Tinggi. Untuk melihat dan mengukur pemerataan 

pendidikan di Indonesia di gunakan perhitungan melalui angka partisipasi 

sekolah (APS) yang merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap 

penduduk usia sekolah dan menjadi indikator untuk mengetahui kamajuan 

pendidikan di suatu daerah. Kerangka konseptual untuk penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut : 
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Penduduk Usia Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konseptual Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di 

Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2018 
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Angka Partisipasi Sekolah Di Kabupaten 

Sijunjung Tahun 2015-2018 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data, analisis data, dan pembahasan pada bab IV, 

kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Rata-rata APS SD adalah 99,13%, rata-rata APS SLTP adalah 90,53%, 

rata-rata APS SLTA adalah 70,77% setiap kecamatan di Kabupaten 

Sijunjung tahun 2015-2018.  

2. Rata-rata APK SD adalah 107,79%, rata-rata APK SLTP adalah 82,32%, 

rata-rata APK SLTA adalah 73,52% setiap kecamatan di Kabupaten 

Sijunjung tahun 2015-2018.  

3. Rata-rata APM SD adalah 96,46%, rata-rata APM SLTP adalah 79,11%, 

rata-rata APM SLTA adalah 55,87% setiap kecamatan di Kabupaten 

Sijunjung tahun 2015-2018.  

4. Keterkaitan jumlah prasarana pendidikan atau jumlah sekolah dengan 

APS, APK, APM setiap kecamatan di Kabupaten Sijunjung tahun 2015-

2018 yaitu semakin banyak jumlah prasarana pendidikan atau jumlah 

sekolah maka cendrung APS, APK, APM juga akan semakin tinggi dan 

sebaliknya semakin sedikit jumlah sekolah maka APS, APK, APM 

cendrung semakin rendah dan jumlah prasarana pendidikan atau jumlah 

sekolah berkurang semakin tinggi tingkat jenjang pendidikan dan APS, 
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APK, APM juga akan berkurang semakin tinggi tingkat jenjang pendidikan 

dari jenjang pendidikan SD ke SLTP ke SLTA. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dalam penelitian 

beberapa saran untuk dipertimbangkan sebagai berikut: 

1. Disarankan kepada kepala sekolah agar dapat memanajemen berbasis 

sekolah yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

keseluruhan kegiatan pendidikan. 

2. Disarankan kepada Dinas Kemendikbud Kabupaten Sijunjung untuk 

meningkatkan jumlah prasarana pendidikan agar dapat meningkatkan 

angka partisipasi sekolah setiap jenjang pendidikan di Kabupaten 

Sijunjung.  

3. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat melakukan sosialisasi  

kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak  

terutama saat anak dalam usia sekolah.  

4. Disarankan kepada orang tua untuk dapat memperhatikan kebutuhan 

anak dalam menjalankan proses belajar serta bisa menjadi guru bagi anak 

di luar sekolah dan memonitor pekerjaan sekolah anak dirumah. 
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